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NOMOR 3 TAHUN 1998 SERI D. 1

PERATURAN DAER AH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
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TENT ANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ES A

BUPATI KEPALA DAER AH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : Bahwa dengan ke luarnya Keputusan Menter i Da lam Negeri Nomor

18 Tahun 1993 tentang Pedoman Or ganisasi dan Ta ta Kerj a

Pemerintah Desa dan Perangka t Desa, perlu menetapkan Organisasi

dan Ta ta Kerj a Pemerintah Desa dan Perangka t Desa Kabupaten

Daerah Tingka t II -Ci rebon dengan Pera tu ran Daerah .

Meng inga t : 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten da lam Lingkungan Jawa Bara t (Ber ita Nega ra

Tahun 1950).

2. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3135).

4. Pera tu ran Menter i Da lam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pem-
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bentukan Lembaga Musyawarah Desa.

5. Pera tu ran Menter i Da lam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pem-

bentukan, Pemecatan, Penyatuan dan Peng hapusan Desa.

6. pera tu ran Menter i Da lam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang

Dusun da lam Desa dan Lingkungan da lam Kelurahan.

7. pera tu ran Menter i Da lam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang ta t

cara pemi li han pengesahan, pengangk atan , pemberhentian

sementara, dan pemberhent ian Kepa la Desa .

8. Patu ran Menter i Da lam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Pers yara tan, Ta tacara , Pengangk atan dan Pemberhent ian Sekr etar is

Desa, Kepa la Urusan serta Kepa la Dusun.

9. Pera tu ran Menter i Da lam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Pengawasan Atas Ja lannya Penyel engg araan Pemerint ahan

Desa/Pemer in tahan Ke lurahan.

10 . Pera tu ran Menter i Da lam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak,

We wenang dan Kewajiban Kepa la Desa /Kepala Ke lurahan sebaga i

Pimp inan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

11 . Keputusan Menter i Da lam negeri Nomor 18 Tahun 1993 tentang

Pedo man Organisasi dan Ta ta Kerj a Pemerintah Desa dan

Perangka t Desa.

12 . Keputusan Menter i Da lam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang

Ta ta Cara pembuatan Pera tu ran Daerah dan Pera tu ran Daerah

Perubahan.

13 . Pera tu ran Daerah Kabupaten DT II Ci rebo n Nomor 10 Tahun 1995

tentang Ta ta cara Pembuatan, Perubahan Pera tu ran Daerah dan

Penerb itan Lembaran Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Daerah

Tingka t II Ci rebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1 ).

Dengan Persetujuan Dewan Perwak ilan Rakyat Daerah Kabupa ten

Daerah Tingka t II Ci rebon.

MEMUTUSK AN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
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PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pera tu ran Daerah in i yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupa ten Daerah Tingka t II Ci rebon;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa ten Daerah

Tingka t II Ci rebon;

c. Bupati Kepa la Daerah adalah Bupati Kepa la Daerah Tingka t II

Ci rebon;

d. Camat adalah Camat di Kabupaten Daerah Tingka t II Ci rebon ;

e. Desa adalah Desa di Kabupa ten Daerah Tingka t II Ci rebon ;

f. Pemerintah Desa dan peragk at Desa di kabypaten Daerah

Tingka t II Ci rebon.

BAB 17

DUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kedudukan
Pasal 2

(1 ) Pemerintah Desa merupakan agar . at Pemerintah Daerah 1)Lads

di bawah Camat dan bertangg ung jawab kepada Bupati Kepa la

Daerah me la lu i Cama t.

(2 ) Pemerintah Desa dipimp in oleh Kepa la Desa .

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok menjalankan urusan

rumah tangga Desa dan urusan pe merintahan umum serta

menumbuhkan dan mengembangkan jiwa go tong royong

masyarakat sebaga i send i utama pe laksanaan pemerintahan Desa

di wi layahnya .
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Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelengg arakan tugas sebaga imana dimaksud pada pasa l

3 Pera tu ran Daerah in i, Pemerintah Desa mempunya i fungsi :

a. me lakukan kegiatan da lam rangka penyelengg araan urusan

rumah tangga Desa;

b. me lakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan

kemasyaraka tan yang menjad i tanggung jawabnya;

c. me lakukan usaha da lam rangka peningka tan part is ipas i dan

swadaya go tong royong masyarakat ;

d. me lakukan kegiatan da lam rangka pembinaan ke tent raman dan

ke te rt iban masyarakat ;

e. Melakukan tugas la in yang di limpahkan kepada Pemerintah

Desa.

BAB II I

ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola Organisasi

Pasal 5

( 1 ) Organisasi Pemerintah Desa dan Perangka t Desa disusun

berdasarkan Pola minima l dan Pola maks imal .

( 2 ) Pola Organisasi sebaga imana di maksud pada ayat (1 ) pasa l in i

di tentukan berdasarkan beban kerja Desa yang bersangkutan.

( 3 ) Penentuan dan atau per ubahan Po la Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa dan Perangka t Desa di di te tapkan oleh

pe jabat yang berwenang atas usul Bupati Kepa la Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Dan Perangkat Desa
Pola Minimal

Pasal 6
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(1 ) Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangka t Desa

Pola Minima l te rd ir i da ri :

a. Kepa la Desa ;

b. Sekr etar ia t Desa te rd ir i dari 3 (t iga) Urusan;

c. Dusun;

d. Lembaga Musyawarah Desa.

(2 ) Bagan St rukt ur Organisasi Pe merintah Desa dan Perangka t

Desa Po la Minima l sebaga imana te rcan tum da lam Lampiran I

Pera tu ran Daerah in i merupakan bagian yang tidak

te rp isahkan.

Paragraf 1
Sekretar ia t Desa

Pasal 7

(1 ) Sekr etar ia t Desa adalah unsur staf yang membantu Kepa la

Desa da lam menjalankan hak, wewenang dan ke waji ban

Pimp inan Pemerintahan Desa .

(2 ) Sekr etar ia t Desa dipimp in oleh . seorang Sekr etar id Desa .

Pasal 8

Sekr etar is Desa mempunya i tugas membantu Kepa la Desa dibidang

pembinaan administ rasi dan member ik an pe layanan tekn is

admini st ra ti f kepada se luruh Perangka t Pemerintah Desa.

Pasal 9

Untuk menyelengg arakan tugas sebaga imana dimaksud pada pasa l

7 Pera tu ran Daerah in i, Sekr etar ia t Desa mempunyai fungsi :

a. me lakukan koordinasi te rhadap kegiatan yang di lakukan oleh

Perangka t Desa;

b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi da ta dan perumusan

prog ram serta petunjuk untuk keperluan pembinaan
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penyelengg araan tugas umum pemerintah Desa, pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan ;

c. me lakukan pemantauan te rhadap kegiatan penyelengg araan

tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kese jahteraan masyaraka t;

d. me lakukan pe layanan kepada masya raka t dibidang

pemerintahan , perekonomian dan kese jahteraan;

e. me lakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah

tanaga ,sura t menyurat dan kearsipan serta member ikan

pe layanan tekn is dan admini st ra ti f kepada se luruh Desa;

f. Menyusun prog ram kerj a tahunan Desa;

g. Menyusun laporan pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1 ) Se kr etar ia t Desa te rd ir i dari :

a. Urusan Pemerintahan ;

b. Urusan Pembangunan;

c. Urusan Umum.

(2 ) Masing -masing Urusan dipimp in oleh seorang Kepa la Urusan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunya i tugas :

a. mengumpulkan , mengolah dan mengeva luas i da ta dibidang

pemerintah an, ke tenteraman dan ke te rt iban ;

b. mengumpulkan bahan da lam rangka -- pemb inaan wi la yah dan-

masyarakat ;

c. me lakukan pe layanan kepada masyaraka t dibidang

pemerintahan ke tente raman dan ke te rt iban ;

d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pa jak, re tr ibus i

dan pendapatan la in -la in ;
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e. membantu pe laks anaan dan pengawas an terhadap

penyelenggaraan Pe mi lihan Umum (PEMILU) ;

f. membantu pe laksanaan tugas -tugas dibidang keagrariaan

sesuai dengan pera tu r an perundang -undangan yang berlaku;

g. membantu tugas -tugas di bidang administ rasi kependudukan

dan

Cata tan Sipi l;

h. me lakukan pembinaan ke tenteraman dan ketert iban masyarakat ;

i. membantu penyelenggaraan kegiatan administ rasi pertahanan

Sipi l;

j. membantu pe laksanaan pengawasan terhadap penyaluran -

bantuan kepada masyarakat serta melakukan ke giatan

pengamanan ak ibat bencana alam dan bencana la innya;

k. membantu , membina dan meny iapkan bahan -bahan raoa t

Lembaga Musy warah Desa (LMD);

l. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkai tan dengan

pembinaan kerukunan warga;

m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang

pemerintah in , ke tententraman dan ke tert iban;

n. me lakukan tugas la in yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Urusan Pernbanguf tan m,ampunyai tugas :

a. mengumpulkan , mengolah dan meng evaluasi da ta dibidang

perekonomian, pembangunan dan kese jahteraan rakyat ;

b. me lakukan bimb ingan dibidang perk operas ian, pengusaha

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian la innya da lam

rangka meningka tkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

c. me lakukan bimb ingan dibidang ke agamaan, kesehatan,

ke luarga berencana dan pend id ikan masyaraka t;
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d. melakukan pelayanan kepada masya raka t dibidang

perekonomian, pem bangunan dan kese jaht eraan rakyat ;

e. me lakukan kegiatan da lam rangka meningka tkan swadaya dan

part is i pasi masyarakat da lam meningka tkan perekonomian dan

pelaksanaan pembangunan;

f. membantu koordinasi . pe laksanaan pembangunan serta

menjaga dan memeliha ra prasarana dan sara na fi si k

di lingkungan Desa;

g. me lakukan administ rasi pe rekonomi an dan pembangunan di

Desa;

h. membantu meny iapkan bahan -bahan da lam rangka musyawarah

Lembaga Ketahanan Masyraka t Desa (LKMD);

i. membantu mengumpulkan dan me nyalurkan bantuan terhadap

korban bencana;

j. membantu pe laksanaan bimb ingan kegiatan Pembinaan

Kese jahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan

organisasi kemasyara ka tan la innya;

k. membina kegiatan pengumpulan zaka t, in faq dan shadaqah;

l. me mbantu pe laksanaan pemungutan dana Pa lang Merah

Indonesia (PMI);

m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang

perekonomian, pembangunan dan kese jahteraan rakyat ;

n. me lakukan tugas la in yang diberi kan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Urusan Umum Tempunya i tugas :

a. me lakukan administ rasi keuangan;

b. me lakukan urusan perlengk apan dan Inventar is Desa;

c. me lakukan urusan rumah tangga ;

d. me lakukan pengaturan pe laksanaan rapat- rapa t dinas dan

upacara;
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e. melakukan urusan ta ta usaha Desa ;

f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;

g. me lakukan tugas la in yang diberi kan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
DUSUN

Pasal 14

( 1 ) Dusun adalah unsur pe laksana tugas Kepala Desa dengan

wi layah kerja te rtentu , yang dalam pe laksanaan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa la Desa .

( 2 ) Dusun dipimp in oleh seorang Kepala Dusun.

Pasal 15

Dusun sebaga i unsu r pe laksana tugas Kepa la Desa mempunya i

tugas membantu me laksanakan tugas -tugas operas iona l

Pemerintah Desa da lam wi layah ke rj anya sesuai dengan ke tentuan

yang berlaku.

Pasal 16 .

Untuk menyelengg arakan tugas te rsebut pada pasa l 15 Pera tu ran

Daerah in i, Dusun mempunyai fungsi :

a. membantu pe laksanaan tugas Kepa la Desa ;

b. me laksanakan kegiatan pemerintah an, pembangunan dan

kemasyarakatan serta ke tenteraman dan kete rt iban ;

c. me laksanakan keputusan dan kebi jaksanaan Kepa la Desa ;

d. membantu Kepa la Desa da lam kegiat an pemb inaan dan

ke rukunan warga;

e. membina dan meningka tkan swadaya go tong royong ;

f. me lakukan kegiatan penyuluhan prog ram Pemerintah ;

g. me laksanakan tugas-tugas la in yang diberi kan oleh Kepa la

Desa.
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Paragraf 3
Lembaga Musyaw arah Desa

Pasal 17

(1 ) Lembaga Musyawarah Desa adalah lembag a permusyawara tan

/permufaka tan yang keangg otaannya te rd ir i atas Kepa la-kepa la

Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyaraka tan dan

Pemuka -pemuka Masyaraka t di Desa yang bersangk utan ;

(2 ) Lembaga Musyawarah Desa dipimp in oleh seorang Ketua.

Pasal 18

Lembaga Musyawarah Desa mempunya i tugas menyalur kan

pendapat masyarakat Desa dengan memusyawarahkan se tiap

rencana yang diajukan oleh Kepa la Desa sebe lum

di te tapkanmenjad i

Keputusan Desa.

Pasal 19

Untuk menyelengg arakan tugas sebaga imana dimaksud pada

pasa l 18 Pera tu ran Daerah in i, Lembaga Musyawarah Desa

mempunya i fungsi :

a. me lakukan permusyawara tan da lam rangka penyusunan

putusan Desa ;

b. membina ke lancaran dan memperhat ikan sungguh-sungguh

kenyataan yang hidup dan berk embang dalam masya raka t Desa

serta menyalurkan da lam rapat Lembaga Musyawarah Desa;

c. meny iapkan sega la kegiatan musya warah/mufaka t serta

me lakukan pencata tan dan peny impanan adminis tras i yang

berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 20

Jumlah keangg otaan Lembaga Musyawarah Desa sebanyak 11

(sebelas ) orang, dengan susunan sebaga i be ri ku t :
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a. Ketua, yang di jabat oleh Kepa la Desa;

b. Sekretar is , yang di jabat oleh Sekretar is Desa;

c. Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebanyak 9 (sembi lan)

orang tidak te rmasuk Ketua dan Sekretar is , yang mecerminkan

unsure Kepa la -kepa la Dusun dan Pemuka -Demuka masyarakat

yang diambi l anta ra la in dari go longan profes i y ang bertempat

tingga l di Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

(1 ) Ketua Lembaga Musyawarah Desa mempunya i tugas memimp in

musyawarah dan menjaga ke lancarannya serta rnemperhat ikan

aspi rasi dan kenyat aan yang hidup dan berkembang da lam

masyarakat .

(2 ) Sekr etar is Lembaga Musyawarah Desa , mempunya i tugas

meny iapkan bahan kegiatan musyawarah dan me lakukan

pencatatan se rta peny lmpanan administ ra si yang berh ubungan

dengan kegiatan lembaga musyawarah desa

(3 ) Angg ota lembaga Musyawarah Desa mempunya i tg as

me mperha ti kan aspi rasi dan kenyataan yang hidup berk embang

da lam masyarakat desa dan menyalur kannya da lam rapa t

lembaga musyawarh desa .

Bagian Kedua
Susunan Oraganisas i pemerintah Desa

Dan perangkat Desa
Pola Maksimal

Pasal 22

(1 ) Susunan organs iasi dan perangka t desa po la maks imal

te rtdi ri dari :

a. Kepa la desa

b. Sekr etar is desa te rd ir i sebanyak-banyaknya 6 (enam)

urusan;

c. Dusun;
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d. Lembaga musywarah Desa;

(2 ) Bagan st ruktur organisasi pemerintah desa dan perangka t

desa po la maks imal sebagimana tercantum dalam lampiran II

pera tu ran daerah in i merupakan bagian yang tidak

te rp isahkan.

Paragraf 1
Sekretar is Desa

Pasal 23

Kedudukan, tugas dan fungsi sekr etar ia t de sa adalah sama

dengan kedudukan, tugas dan fungsi sekr etar ia t Desa pada

organisasi pemerintahan desa dan perangka t desa po la minima l

sebaga imana dimaksud pada pasa l 7, 8, dan 9 pera tu ran daerajh

in i.

Pasal 24

(1 ) Sekr ea ta riat desa te rd ir i dari :

a. Urusan pemerintahan

b. Urusan ke tent raman dan ke te rt iban ;

c. Urusan pembangunan;

d. Urusan kese jahteraan rakyat ;

e. Urusan keuangan;

f. Urusan umum;

(2 ) Masing -masing Urusan dipimp in oleh seorang kepa la Urusan .

Pasal 25

Urusan Pemerintahan mempunya i tugas :

a. mengumpulkan , mengolah dan menage va luas i da ta dibidang

pemerintahan ;

b. mengumpulkan bahan da lam rangka pembinaan wi layah dan

masyarakat ;

c. me lakukan pe layanan kepada masyarakatdi bidang
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pemerintahan i;

d. mamhantu tugas-tugas dibidang pemungutan pa jak, re tr ibus i

dan pendapatan la in -la in ;

e. membantu pe laksanaan dan pengawasan te rhadap

penyelengg araan pemi li han umum (PEMILU) ;

f. membantu pe laksanaan tugas- tugas dibidang keagra riaan

sesuai dengan pera tu ran perundang-undang an yang berlaku;

g. membantu tugas- tugas dibidang administ rasi kependudukan

dan cata tan sipi l;

h. membantu , membina dan meny iapkan bahan-bahan rapa t

Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporand ib idang

pemerintahan ;

j. melaksanakan tugas la in yang diberi kan oleh Kepa la

Desa.

Pasal 26

Urusan ke tenteraman dan Kete rt iban mempunya ':

a. mengumpulkan , mengolah dan meng evaluasi da ta dibidan

ke tenteraman dan ke tert iban ;

b. me lakukan pembinaan ke tenteraman dan ke te rt iban

masyarakat ;

c. me lakukan pe iayanan kepada masya raka t dibidang

ke tenteraman dan ke tert iban ;

d. membantu menyelengg arakan kegiatan admini st rasi

pertaharan sipi l;

e. membantu pe laksanaan pengawasante rhadap penyaluran

bantuan kepada masyarakat serta me lakukan pengawasan

ak ibat bencana alam dan bencana la innya;

f. membantu dan meng usahakan kegiatan yang berk ai tan dengan

pembinaan ke rukunan warga;
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g. mengumpulkan bahan da n menyusun laporan dibidang

ke tent raman dan ke tert iban;

h. me lakukan tugas la in yang diberikan oleh Kepala Desa;

Pasal 27

Urusan Pembangunan mempunya i tugas

a. mengumpulkan mengolah dan mengevaluasi da ta dibidang

perekonomian dan pembangunan)

b. me laku kan bimb inga n dibidang perk operas ian, pengusaha

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian la innya da lam

rangka meningka tkan kehg idupan perekonomian masyraka t;

c. me lakukan pe layanan kepada masyarakat dibidang

perekonomian dan pe mbangunan;

d. me lakukan kegiat an da lam rangka meningka tkan swadaya dan

part is ipas i pada masyarakat da lam meningka tkan kegiatan

perekonomian dan pe laksanaan pembangunan;

e. membantu koordinasi pe laksanaan pembangunan serta

menjaga dan dan memelihara prasarana dan sarana fi sik di

lingk ungan Desa;

f. me lakukan administ rasi perekonomian dan pembangunan di

Desa;

g. membantu meny iapkan bahan-bahan da lam rangka

musyawarah Lembag a Ketahanan Masyarak at Desa (LKMD) ;

h. mengumpulkan bahan dan menyusun lapo ran dibidang

perekonomian dan pe mbangunan;

i. me lakukan tugas la in yang diberi kan oleh Kepa la Desa.

Pasal 28

Urusan Kese jahteraan Rakyat mempunya i tugas :

a. Mengumpulkan , meng olah dan meng evaluasi da ta dibidang

kese jahte raan rakyat ;
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b. Melakukan bimb ingan dibidang keagamaan, kesehata n,

ke luarga berencana dan pend id ikan masyarakat ;

c. Melakukan pelayanan kepeda masya raka t dibidang

kese jahteraan rakyat ;

d. membantu mengumpulkan dan me nyalurkan bantuan terhadap

korban bencana;

e. membantu pe laksanaan bimb ingan kegiatan Pemb inaan

Kese jahteraan Ke luarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan

organisasi Kemasyara ka tan la innya.

f. Membina kegiatan pengumpulan zaka t, in faq dan shadaqah;

g. membantu pe laksanaan pemungutan dana Pa lang Merah

Indones ia (PMI);

h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang

kese jahteraan rakyat ;'

i. me lakukan tugas la in yang diberi kan oleh Kepala Desa.

Pasal 29

Urusan Keuangan mempunya i tugas :

a. menerima meny impan dan mengeluaran uang desa;

b. mengurus dan membayar ga ji pegawai;

c. mengurus pembukuan keuangan desa;

d. mengurus pertanggungj awaban atas penggunaan keuangan

yang te lah dike luarkan;

e. me lakukan tugas la in yang diberi kan oleh Kepa la Desa.

Pasal 30

Urusan Umum mempunyai tugas :

a. me lakukan admini st rasi kepegawaian;

b. me lakukan urusan perlengk apan dan inventar is Desa;

c. me lakukan urusan rumah tangga ;
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d. mengaturpe laksanaan rapat -rapat dinas dan upacara;

e. me lakukan urusan sura t menyurat , kearsipan dan eksped is i;

f. mengumpulkan bahan dan m enyusun laporan Pemerintah

Desa;

g. me lakukan tugas la in yang diberi kan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
DUSUN

Pasal 31

Kedudukan, tugas dan fungsi Dusun adalah sama deng an

kedudukan, tugas dan fungsi Dusun pada organisasi Pemerint ah

Desa dan Perangka t Desa Po la Minima l sebaga imana dimaks ud

pada pasa l 14 , 15 dan 16 Pera tu ran Daerah in i

P a r a g r a f 3
Lembaga Musyawarah Desa

Pasal 32

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa adalah

sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Musyawarah

Desa pada organisasi Pemerintah Desa dan Perangka t Desa Pola

Minima l sebaga imana dimaksud pada pasa l 17 , 18 dan 19

Pera tu ran Daerah in i

Pasal 33

Jumlah keangg otaan Lembaga Musyawarah Desa sebanyak 17

tu juh beas orang, dengan susunan sebaga i sebaga i beri ku t :

a. Ketua, yang di jaba t oleh Kepa la Desa;

b. Ek re ta ri s yang di jaba t oleh kepa la Desa;

c. Angg ota lembaga musyawarah Desa 15 (l ima be las) tidak

te rmasuk ke tua dan sekr etar is yang mencerminkan unsur

kepa la -kepa la Dusun dan Pemuka -Pemuka masyarakat yang

diambi l an ta ra la in da ri go longan profes i yang bertempat tingga l

di Desa yang bersangk utan .

Pasal 34
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Tugas Ketua, Sekr etar is dan Angg ota Lembaga Musyawarah Desa

adalah sama dengan tugas Ketua, Se kr etar is dan Angg ota

Lembaga Musyawarah Desa pada organisasi . Pemerintah De sa

dan Perangka t Desa Pola Minima l sebaga imana dimaksud pada

pasa l 21 ayat (1 ), (2 ) dan (3 ) Pera tu ran Daerah ini .

BAB III

TATA KERJA
Bagian Pertama

Koordinasi
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya , Kepa la Desa, Sekr etar is De sa,

Kepa la Dusun, Kepa la Urusan dan Lembaga Musyawarah Desa

melaksanakan koordinasi atas sega la kegiatan pemerintahan

Desa.

Pasal 36

(1 ) Da lam menyelengg arakan tugas dan fu ngsinya Kepa la Desa

member ikan ke te rangan pertangg ung ja waban kepada

Lembaga Musyawarah Desa seku rang-ku rangnya 1 (satu) ka li

se tahun.

(2 ) Da lam menjalankan tugas dan kewajiban sebaga i

penanggung jawab utama dibidang pembangunan, Kepa la

Desa dibantu oleh Lembaga Musyawarah Desa .

Pasal 37

Dalam menyelengg arakan tugas dan fungsinya Lembag a

Musyawarah Desa melaksanakan rapat Lembaga Musyawarah

Desa seku rang -ku rangnya 1 (satu) ka li se tahun.

Pasal 38

Setiap pimp inan sa tuan organisasi da lam lingkungan Pemerint ah
Desa, berk ewaj iban me laksanakan Pengawasan Meleka t
(W ASKAT) .

Pasal 39
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Setiap pimp inan sa tuan organisasi da lam lingkungan Pemerint ah

Desa, bertangg ung jawab. memi rnpin dan meng koordins ikan

ba wahannya se rta member ikan bimb ingan dan petunjuk -pe tunjuk

bagi pe laksanaan tugas masing -masing ;

(2 ) Da lam Ha l Sekr etar is Desa berhalangan, maka Kepa la Desa

dapat menunjuk Kepa la Urusan atau Kepa la Dusun yang

diangg ap mampu.

BAB IV
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 42

(1 ) Sekr etar is Desa dapa t diangk at dari Pegawai Nege ri Sipi l.

(2 ) Pengangk atan sebaga imana dimaksud da lam ayat (1 ) pasa l in i,
sesuai dengan pera tu ran perundangundangan yang berlaku.

Pasal 43

Pembiayaan Pemerintah Desa berasa l dari Pendapatan As li Desa

Send ir i, sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusa t,

Pemerintah Daerah Tingka t I, Pemerintah Daerah Tingka t II serta

penerimaan sumber la in yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan ber lakunya Pera tu ran Daerah in i, maka Pera tu ran Daerah

Kabupa ten Daerah Tingka t II Ci rebon Nomor 4 Tahun 1983

dinyatakan tidak berl aku.

Bagian Kedua Pelaporan
Pasal 40

(1 ) Kepa la Desa wajib member ikan laporan tentang pe laksanaan

tugasnya secara te ra tu r, je las serta tepa t pada wakt unya

kepada Bupati Kepa la Daerah me la lu i Cama t.

(2 ) Setiap pi rnpinan sa tuan organisasi da lam linakungan
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Pemerintah Desa waj ib mena ikut i dan mematuhi pe tunjuk dan

bertangg ung jawab kepada atasannya masing -masing serta

member ikan laporan tepat pada wakt unya.

(3 ) Setiap laporan yang di te rima oleh pimp inan sa tuan organisasi

dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebaga i bahan

pertimbangan lebih lanjut dan untuk member ikan petunjuk

kepada bawahan.

(4 ) Pengaturan mengenai je nis lape ran dan cara penyampa iannya,

berpedoman kepada pera tu ran perundang-undangan yang

berlaku.

Baglan Ketiga Hal Mewa ki li 41
Bagian Ketiga
Hal Mewaki li

Pasal 41

(1 ) Da lam ha l kepa la desa berhalangan kepa la desa menunjuk
sekr etar is desa ;

Pasal 45
Pera tu ran Daerah in i mu la i be rlaku pada tangga l diundangkan.

Agar vset iap orang dapat mengetahuinyamemer in tahkan
ppengundangan pera tu ran daerah in i dengan penempatannya
dengan lembaran Da erah Kabupaten Daerah Tingka t II Ci rebon.

Di te tapkan di Sumber
Pada Tangga l 12 Ok tober 1997

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TINGKAT II CIREBON

Ketua

TT D TT D

RHUCHIDIN H. RAHMAT DJOEHANA

Disahkan Oleh Gubernur Kepa la
DaerahTingka t I Djawa Bara t
Dengan Sura t Kepu tusan
Nomor : 188, 342/SK, 53 -HUK/1999
Tangga l : 22 Januar i 1998
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Diundangkan da lam lembaran Daerah
Kabupa ten Daerah Tingka t II Ci rebon.
Nomor : 3 Tahun 1998 Seri D, 1
Tangga l : 29 Januarai 1998


